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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana cara pelaksanaan dan 
pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana 
proses penyelesaian sengketa arbitrase. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. 
Dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan 
di ucapkan, lembar asli atau salinan otentik 
putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan 
oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera 
Pengadilan Negeri. Penyerahan dan 
pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara 
melakukan pencatatan. Dalam rangka 
pelaksanaan putusan arbitrase nasional, ada 
beberapa tahap yang akan dilalui yaitu tahap 
pendaf taran putusan arbitrase dan tahap 
eksekusi putusan arbitrase. Permohonan 
pembatalan putusan harus diajukan secara 
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan 
Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari telah 
menentukan sikap menerima atau menolak 
permohonan pembatalan tersebut. Apabila 
permohonan pembatalan untuk seluruh atau 
hanya sebagian dari putusan arbitrase. 2. 
Proses penyelesaian sengketa arbitrase dimulai 
dengan mengajukan permohonan arbitrase. 
Pada surat permohonan itu harus dilampirkan 
salinan naskah sengketa kepada arbiter atau 
majelis arbiter (akta kompromis); atau 
perjanjian klausula bahwa sengketa yang akan 
timbul dari perjanjian tersebut akan diputus 
oleh arbiter atau majelisa rbitrase. Dalam surat 
permohonan harus memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tahap kedua 
pihak tidak menunjuk arbiter maka ketua 
arbitrase yang dipilihakan menunjuk suatu tim 
yang terdiri atas tiga orang arbiter yang akan 
memeriksa dan memutus sengketanya. Dan 
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tahap yang ketiga proses pemeriksaan dan 
tenggang waktu yang diperlukan menurut 
Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999, para 
pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan 
tertulis bebas untuk menentukan proses 
pemeriksaan arbitrase yang dipergunakan 
dalam persidangan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999. 
Kata kunci: Pembatalan putusan, Arbitrase. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Suatu hal yang penting untuk 
mengidentifikasikan alasan-alasan utama 
mengapa arbitrase lebih disukai pada tahun-
tahun belakangan ini, terutama dalam transaksi 
yang murni nasional. Pertama, dalam banyak 
kasus arbitrase dapat dilaksanakan dengan 
segera dan cepat tanpa litigasi, terutama 
dimana pengadilan dibanjiri dengan banyak 
kasus melebihi apa yang mereka tangani.3   
Kedua, arbitrase biasanya melibatkan arbitrator 
yang sudah mempunyai keahlian dalam materi 
atau substansi persengketaan yang akan 
mereka sidangkan. Ketiga pengadilan semakin 
mau atau setuju mengeksekusi keputusan 
pengadilan arbitrase. Misalnya Mahkamah 
Agung Republik Indonesia mengesahkan 
peraturan pada bulan april 1990 tentang 
penerapan eksekusi keputusan arbitrase.4 

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di 
luar pengadilan didasarkan pada pertimbangan 
bahwa pengadilan tidak lagi menarik dan tidak 
menjamin kepastian hukum dalam 
penyelesaian sengketa akibat lambatnya kinerja 
peradilan. Di samping itu saat ini lembaga 
peradilan dinilai sudah tidak netral lagi dalam 
mengadili perkara (unfairplay).  Sedang jika 
sengketa diselesaikan melalui arbitase para 
pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan 
arbiter yang akan memeriksa perkara. Demikian 
pula dengan penyelesaian melalui mediasi, 
konsiliasi dan negosiasi para pihak dapat 
menentukan tata cara penyelesaian sengketa 
dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak 

                                                             
3 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Elips 
II, Jakarta, 2002, hal 42. 
4Ibid, hal 43. 
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Arbitrase ini pun tidak lagi digunakan di 
kalangan kerabat saja, sekarang ini hubungan 
bisnis telah lintas batas negara 
sifatnya.Karenanya pula, para pihak terlibat di 
dalamnya terdiri dari berbagai latar belakang 
ekonomi, budaya dan sosial yang 
berlainan.Pendek kata, arbitrase dewasa ini 
melibatkan para pihak yang saling berbeda latar 
belakangnya.5  Pelaku pasar mengkehendaki 
penyelesaian sengketa dagang harus dilakukan 
dengan agar tidak menganggu kegiatan 
ekonomi.Hal itu seiring dengan terjadinya 
perubahan sistem ekonomi yang semula 
bercorak ekonomi negara menjadi ekonomi 
pasar. Oleh karena itulah diperlukan suatu 
perangkat hukum yang lebih ramah terhadap 
kebutuhan pasar.  Para pelaku pasar yang 
terlibat dalam aktifitas ekonomi perdagangan 
memerlukan perangkat hukum baru yang tidak 
saja mampu memberikan jaminan kepastian 
hukum bagi mereka dalam hal terjadi sengketa 
yang berkaitan dengan aktifitasnya masing-
masing. 

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai 
salah satu alternatif penyelesaian sengketa 
merupakan upaya penyediaan perangkat dan 
sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan 
pasar, karena pola dan sistem penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip 
efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam 
ekonomi pasar.  Pembentukan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa juga 
merupakan upaya pemerintah Republik 
Indonesia dalam menyediakan perangkat 
hukum guna memenuhi kebutuhan pasar. 
Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 juga untuk menyongsong 
pemberlakuan liberalisasi dan globalisasi 
perdagangan dan ekonomi di Indonesia. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di 
atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
judul “PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN 
PUTUSAN ARBITRASE MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999”. 

 
B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara pelaksanaan dan 

pembatalan putusan arbitrase? 

                                                             
5 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Indonesia, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3. 

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa 
arbitrase? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode kepustakaan atau 
library research yaitu suatu metode penelitian 
yang digunakan dengan jalan untuk 
mempelajari buku-buku literatur, peraturan 
perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis 
lainnya untuk menunjang penulisan skripsi ini. 

 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Dan Pembatalan Arbitrase 
1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase 

Instansi atau pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan atau mengeksekusi putusan 
arbitrase adalah Pengadilan Negeri, sedangkan 
majelis arbitrase yang mengeluarkan atau 
menjatuhkan putusan tidak memiliki 
kewenangan untuk memerintahkan dan 
menjalankan eksekusi. Ketidakadaan 
kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan 
karena majelis tersebut tidak bersifat yudisial.6 

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan di 
ucapkan, lembar asli atau salinan otentik 
putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan 
oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera 
Pengadilan Negeri. Penyerahan dan 
pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara 
melakukan pencatatan.7 

Penandatanganan pada bagian akhir atau di 
pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan 
Negeri dan arbiter atau kuasanya yang 
menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut 
menjadi dan merupakan akta pendaftaran. 
Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya 
dasar bagi pelaksanaan putusan  arbitrase oleh 
pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan 
putusan arbitrase tersebut.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
menentukan bahwa jika pencatatan tersebut 
tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu 
yang ditentukan, maka putusan arbitrase 
tersebut tidak dapat dilaksanakan.Selain itu 

                                                             
6Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan 
Pelaksanaannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2005, hal 219. 
7GunawanWidjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 96. 
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Undang-Undang juga mewajibkan Arbiter atau 
kuasanya untuk menyerahkan putusan dan 
lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter, 
salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan 
Negeri.  

Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, 
diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu 
apakah putusan arbitrase tersebut telah 
diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana 
:8 
1) Arbiter atau majelis arbitrase yang 

memeriksa dan memutuskan perkara telah 
di angkat oleh para pihak sesuai dengan 
kehendak mereka; dan 

2) Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan 
oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut 
adalah perkara yang menurut hukum yang 
dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta 

3) Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum. 

4) Satu hal yang perlu diperhtikan disini 
adalah bahwa selain ketiga hal tersebut di 
atas, ketua pengadilan Negeri tidak 
diberikan kewenangan untuk memeriksa 
alasan atau pertimbangan dari putusan 
arbitrase. 

Jika menurut pertimbangan Ketua 
Pengadilan Negeri ada satu atau lebih syarat 
dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak 
dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat 
menolak permohonan pelaksanaan eksekusi 
dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri 
tersebut tidak terbuka upaya hukum 
apapun.Perintah Ketua Pengadilan Negeri 
ditulis pada lembar asli dan salinan otentik 
putusan arbitrase.  

Putusan arbitrase yang telah di bubuhi 
perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan 
putusan dalam perkara perdata yang putusanya 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan 
Umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan 
perkara Perdata.  

 
2. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

                                                             
8Ibid, hal 97. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 
sengketa tidak menyatakan dengan jelas, 
apakah pembatalan putusan arbitrase ini 
berlaku umum bagi segala jenis putusan 
arbitrase, khususnya yang berhubungan dengan 
pembagian putusan arbitrase ke dalam putusan 
arbitrase nasional dan putusan arbitrase 
internasional atau putusan arbitrase asing. 

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 secara tegas disebutkan bahwa 
permohonan pembatalan terhadap putusan 
arbitrase dapat diajukan oleh para pihak 
apabila putusan tersebut diduga mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut:9 
a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam 

pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, 
ternyata diakui palsu atau dinyatakan 
palsu; 

b) Setelah putusan diambil ditemukan adanya 
dokumen yang bersifat menentukan, yang 
disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

c) Putusan diambil dari hasil tipumuslihat 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
pemeriksaan sengketa. 

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 70 di atas 
bahwa pembatalan putusan arbiter atau majelis 
arbitrase baru akan terjadi apabila diajukan 
oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap 
putusan tersebut, jadi bukan batal dengan 
sendirinya tetapi harus berdasarkan inisiatif 
dari pihak.10 

Sama halnya dengan syarat perjanjian yang 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata 
menyangkut syarat subjektif maka para pihak 
yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk 
membatalkan perjanjian tersebut jika 
perjanjian dianggap mengandung catat hukum 
yakni terdapat unsur paksaan, kekeliruan dan 
penipuan.11 

Permohonan pembatalan putusan arbitrase 
tersebut harus diajukan secara tertulis kepada 
ketua pengadilan negeri dimana putusan 
arbitrase tersebut didaftarkan dan dicatat, 
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 

                                                             
9Lihat, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
10Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-
Undang, Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hal 11. 
11Lihat,  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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(tiga puluh) hari terhitung sejak hari 
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase 
yang telah didaftarkan di kantor panitera 
pengadilan negeri.12 

Putusan arbitrase yang dapat dimintakan 
pembatalannya dikantor panitera pengadilan 
negeri. Pengadilan atas permohonan dari para 
pihak tersebut akan memanggil 
diselenggarakannya sidang peradilan, yang 
tunduk pada ketentuan hukum acara perdata 
pada umumnya. Pihak-pihak yang mendalilkan 
adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat 
pembatalan harus membuktikannya disidang 
pengadilan.13 

Atas dasar proses peradilan tersebut, maka 
pengadilan akan menjatuhkan putusan yang 
menerima maupun menolak permohonan 
pembatalan yang diajukan tersebut. Putusan 
atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh 
ketua pengadilan negeri dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan 
pembatalan diterima.  

Rumusan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
apabila permohonan pembatalan putusan 
arbitrase dikabulkan, ketua pengadilan negeri 
menentukan lebih lanjut akibat pembatalan 
atas seluruh atau sebagian putusan arbitrase.14 

Setiap permohonan pembatalan putusan 
arbitrase yang diajukan ketua pengadilan dapat 
membatalkan hanya sebagian  dari putusan 
arbitrase tersebut. Sebagai akibat pembatalan 
tersebut, ketua pengadilan negeri dapat 
meminta kepada arbiter yang sama atau arbiter 
lainnya untuk memeriksa kembali perkara 
tersebut ataupun menyatakan bahwa sengketa 
tersebut tidak berada di bawah kewenangan 
para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase. 

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak 
dalam putusan arbitrase, terhadap putusan 
ketua pengadilan negeri tersebut, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka 
kemungkinan untuk mengajukan permohonan 
banding (kasasi) langsung kepada Mahkamah 

                                                             
12GunawanWidjajan, SeriHukumBisnisAlternalif 
Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2001, hal 97. 
13GunawanWidjaja dan Ahmad Yani, Op-Cit, hal 167. 
14Lihat, Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 

Agung yang akan memutuskan dalam tingkat 
pertama dan terakhir.15 

Untuk menciptakan sistem peradilan yang 
cepat guna lebih memberikan kepastian hukum 
bagi para pihak, Mahkamah Agung 
berkewajiban untuk mempertimbangkan serta 
memutuskan permohonan banding (kasasi) 
atas putusan ketua pengadilan negeri tersebut 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah permohonan banding (kasasi) tersebut 
diterima oleh Mahkamah Agung.16 

Sebagai penutup dapat dikatakan bahwa 
memang tidak dapat dipungkiri bahwa 
meskipun arbitrase cenderung dianggap 
merupakan penyelesaian bisnis yang terbaik, 
dengan menghindari publikasi maupun dengan 
sistem peradilan yang relatif lebih cepat dan 
murah, namun adakalanya, bergantung 
sepenuhnya pada itikad baik yang ada pada 
para pihak dalam perjanjian pokok, sampai 
pada tingkat tertentu. 

Penyelesaian melalui arbitrase juga dapat 
memberikan ketidaknyamanan bagi para pihak. 
Jika kita lihat pada penjelesan yang telah 
diberikan, kemungkinan pembatalan putusan 
arbitrase oleh ketua pengadilan negeri atas 
permohonan salam satu pihak dalam putusan 
arbitrase, dikhawatirkan dapat menjadi salah 
satu alasan untuk menciptakan kepastian 
hukum dan keadilan dalam dunia hukum di 
Indonesia.17 

 
B. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA 

ARBITRASE 
Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat 
dilakukan dengan menggunakan lembaga 
nasional atau internasional berdasarkan 
kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian 
sengketa melalui suatu lembaga atau badan 
arbitrase, prosedur yang akan dipergunakan 
adalah prosedur yang ditetapkan oleh badan 
yang bersangkutan.18 

                                                             
15Susilawetty, Op-Cit, hal 10. 
16GunawanWidjaja dan Ahmad Yani, op-Cit, hal 168. 
17Ibid, hal 169. 
18Lihat, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 
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Apabila para pihak telah setuju atau sepakat 
untuk mengajukan sengketa mereka kepada 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI, atau 
dalam klausula arbitrase telah diperjanjikan 
bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan 
menurut peraturan prosedur BANI dan 
diperjanjikan pula akan diselesaikan oleh para 
arbiter yang ditunjuk oleh badan tersebut, 
prosedurnya adalah sebagai berikut: 
1) Permohonan arbitrase 

Prosedur arbitrase menurut Peraturan 
Prosedur Arbitrase BANI (yang berlaku mulai 
tanggal 3 desember 1977, diperbaiki tanggal 3 
desember 1980), dalam tahap pertama dimulai 
dengan mengajukan permohonan arbitrase, 
dan surat permohonan tersebut akan didaftar 
oleh sekretaris BANI dalam suatu register yang 
khusus untuk itu. Surat permohonan tersebut 
harus memuat: 
a. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat 

kedudukan) kedua belah pihak yang 
berselisih; 

b. Uraian singkat tentang duduknya perkara; 
dan 

c. Apa yang dituntut. 
 

2) Para pihak tidak menunjuk arbiter 
Apabila para pihak tidak menunjuk seorang 

arbiter, maka ketua BANI akan menunjuk suatu 
tim yang terdiri atas tiga orang arbiter yang 
akan memeriksa dan memutussengketanya. 
Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan 
mudah, ketua BANI akan menunjuk seorang 
arbiter tunggal untuk memeriksa dan 
memutusnya. Arbiter ditunjuk oleh ketua BANI 
itu dipilih dari para anggota tidak tetap 
(BANI).19 

 
3) Proses pemeriksaan dan tenggang waktu 

yang diperlukan 
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999, para pihak dalam suatu perjanjian tegas 
dan tertulis bebas untuk menentukan acara 
(proses pemeriksaan) arbitrase yang digunakan 
dalam persidangan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tersebut. Demikian juga para 
pihak bebas menentukan jangka waktu dan 

                                                             
19Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), 
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 109. 

tempat diselenggarakannya pemeriksaan/ 
persidangan. 

 Termasuk arbiter atau majelis arbiter yang 
akan memutuskan. Berbeda dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 
peraturan prosedur BANI mengatur secara 
lengkap proses pemeriksaan dan tata cara yang 
diperlukan. Proses pemeriksaan dan tata cara 
menurut peraturan prosedur BANI yang akan 
diberlakukan apabila memang para pihak 
bersepakat untuk menggunakannya. 

Jelasnya proses pemeriksaan dan tata cara 
menurut peraturan prosedur BANI adalah 
sebagai berikut: segera setelah diterima 
jawaban dari si termohon, atas perintah ketua 
BANI, salinan jawaban tersebut diserahkan 
kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, ketua 
BANI memerintahkan kepada kedua belah 
pihak untuk menghadap di muka sidang 
arbitrase pada waktu yang ditetapkan. 

Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi 
itu termohon tanpa suatu alasan tidak datang 
menghadap juga, maka pemeriksaan akan 
diteruskan tanpa hadirnya termohon dan 
tuntutasn pemohon akan kecuali tuntutan itu 
oleh majelis dianggap tidak berdasarkan hukum 
atau keadilan.20 

Selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai 
hari dikeluarkannya perintah itu dengan 
pemberitahuan bahwa mereka boleh 
mewakilkan kepada seorang kuasa dengan 
surat kuasa khusus. Apabila si termohon, 
setelah lewat 30 hari sebagaimana disebutkan 
dalam perintah pertama ketua BANI, tidak 
menyampaikan jawabannya, ketua BANI akan 
memerintahkan memanggil kedua belah pihak. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 

(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal 
putusan di ucapkan, lembar asli atau 
salinan otentik putusan arbitrase 
diserahkan dan di daftarkan oleh Arbiter 
atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan 
Negeri. Penyerahan dan pendaftaran 
tersebut dilaksanakan dengan cara 
melakukan pencatatan. Dalam rangka 
pelaksanaan putusan arbitrase nasional, 

                                                             
20Joni Emirzon,Ibid, hal 111. 
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ada beberapa tahap yang akan dilalui yaitu 
tahap pendaf taran putusan arbitrase dan 
tahap eksekusi putusan arbitrase. 
Permohonan pembatalan putusan harus 
diajukan secara tertulis kepada Ketua 
Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan 
Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari telah menentukan sikap 
menerima atau menolak permohonan 
pembatalan tersebut. Apabila permohonan 
pembatalan untuk seluruh atau hanya 
sebagian dari putusan arbitrase. 

2. Proses penyelesaian sengketa arbitrase 
dimulai dengan mengajukan permohonan 
arbitrase. Pada surat permohonan itu harus 
dilampirkan salinan naskah sengketa 
kepada arbiter atau majelis arbiter (akta 
kompromis); atau perjanjian klausula 
bahwa sengketa yang akan timbul dari 
perjanjian tersebut akan diputus oleh 
arbiter atau majelisa rbitrase. Dalam surat 
permohonan harus memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 
Tahap kedua pihak tidak menunjuk arbiter 
maka ketua arbitrase yang dipilihakan 
menunjuk suatu tim yang terdiri atas tiga 
orang arbiter yang akan memeriksa dan 
memutus sengketanya. Dan tahap yang 
ketiga proses pemeriksaan dan tenggang 
waktu yang diperlukan menurut Undang-
UndangNomor 30 Tahun 1999, para pihak 
dalam suatu perjanjian yang tegas dan 
tertulis bebas untuk menentukan proses 
pemeriksaan arbitrase yang dipergunakan 
dalam persidangan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999. 
 

B. Saran 
1. Kepada pihak-pihak yang tertarik untuk 

mengambil langkah penyelesaian masalah 
melalui lembag aarbitrase di Indonesia, 
agar lebih mengetahui arbitrase itu sendiri. 
Apa yang harus dipersiapkan terlebih 
dahulu, dan konsekuensi dari arbitrase. 
Agar tidak terjadi suatu masalah dalam 
pelaksanaan atau eksekusi putusan 
arbitrase. 

2. Kepada pihak-pihak yang sering 
menggunakan arbitrase sebagai solusi 

untuk menyelesaikan sengketa mereka agar 
mengetahui proses-proses yang akan 
ditempuh dalam penyelesaian sengketa 
Arbitrase, agar pihak-pihak tersebut 
tidakakan dirugikan atau mendapat kendala 
yang berat dalam prosesnya nanti. 
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